BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2008

TENTANG

KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan personil dan pemeragdizam
kerja pada lembaga perangkat daerah, telah dilakekaluasi
terhadap kualifikasi jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaieieal

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tent@mgjifikasi

Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada

Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Batukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undadgrg
Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok{Poko

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undiasang
Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalihterd&ngan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&gan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah KabupateDjalva
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentamgdso
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah aeRgaaturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentangdéaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah aeRgaaturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentangaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahabiwlengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanktGtal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerheXataor 13
Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentandiéikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang eivang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pebkgari
Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomadragan
2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PéshelNomor
97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perhedataor 54
Tahun 2003;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomdrahQn
2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PéstheNomor
98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negdri Sipi

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomdrah2n
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PéshelNomor
99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PegawaerN&gpil
yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 af02;
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomdrah8n
2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PéstheNomor
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemmdizn
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 iT&008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Gelate
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dbaer
Kabupaten Kulon Progo;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 iT&008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja [Maasah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 T&008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lganbaknis
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 iT&08
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Reldksana
Teknis Dinas Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 T &008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kateauin

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI ABATAN

STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
PEMERINTAH DAERAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daefaagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang membaeriatau

identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapatbedakan
dengan jabatan lain.

Ikhtisar Jabatan atau Rumusan Tugas adalah satugpakalimat

yang isinya mencerminkan keseluruhan tugas pokolanda

jabatan.



6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disdbNSD
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinyalsibkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )bg&arja
pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di |agtansi
induknya.

7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTalaad
pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentunag
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangungrbgesifat
teknis profesional dan administrasi berdasarkanutkgian dan
kemampuan organisasi.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang mpédkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNSD dedagka
memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah.

9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang danPiN&D
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinisgsi yang
tidak termasuk dalam rumpun jabatan fungsional.

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

11.Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokolagamana
diatur dalam ketentuan /peraturan perundang-ungianga

12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakterisitilg yadimiliki
PNSD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikajpakeryang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehiRty$D yang
bersangkutan dapat melaksanakan tugas secaraipnale&fektif

dan efisien.
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaldlaga pedoman
dalam penyusunan formasi PNSD pada perangkat dasesia

kebutuhan pendidikan dan pelatihan dengan tujuantukun

meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasapgkat daerah.



BAB Il

NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 3

(1) Nomenklatur  Jabatan  Struktural ditentukan  berdasark
nomenklatur struktur organisasi sebagaimana diatiatam
Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja dgkatan
Daerah.

(2) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum dirumuskandsarttan

teknik analisis beban kerja.

BAB IV

IKHTISAR JABATAN, ESELON, RENTANG GOLONGAN
RUANG DAN RENTANG PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Ketentuan ikthisar jabatan dirumuskan berdasarkeselkruhan
tugas pokok setiap pemegang jabatan.

(2) Rincian uraian tugas setiap pemegang jabatan stalkidan
jabatan fungsional umum diatur dalam Peraturan Btgraendiri.

(3) Ketentuan Eselon ditetapkan berdasarkan ketentesatipan

perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Ketentuan Rentang Golongan Ruang adalah golongargnpaling
rendah dan paling tinggi yang disyaratkan bagiapefiemegang
jabatan.

(2) Ketentuan Rentang Pendidikan adalah syarat pershdpgaling
rendah dan paling tinggi yang ditetapkan dalam kang
memberikan tempat bagi pengembangan karir setiapegang
jabatan.

(3) PNSD yang diangkat dalam jabatan struktural paliegdah
menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjagggkat yang
ditentukan.



Pasal 6

Ketentuan jenjang pendidikan yang disyaratkan ajiledn
berdasarkan ketugasan jabatan yang bersangkutan.

BAB V
DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN DIKLAT TEKNIS
Pasal 7

(1) Ketentuan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tkmis
ditetapkan berdasarkan ketentuan/peraturan pergadshangan.

(2) PNSD yang akan atau telah menduduki jabatan stnalkharus
lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan/pendidikan
dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang dketapntuk
jabatan tersebut.

(3) Apabila karena sesuatu hal, pejabat struktural rhetaengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan/atau igiath dan
pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkank jabatan
tersebut, maka harus mengikuti dan lulus pendiddam pelatihan
kepemimpinan dan/atau pendidikan dan pelatihanigekagera
setelah pejabat yang bersangkutan menduduki jabatatural.

BAB VI
JUMLAH PEMEGANG JABATAN
Pasal 8

Ketentuan jumlah pemegang jabatan dirumuskan dengan
menggunakan teknik analisis beban kerja dengan mdratkan hasil
kerja, perangkat kerja, obyek kerja, dan besarnyggaran serta
perumusan jabatan unit paling rendah.



BAB VI

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 9

Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Funggiddmum pada
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam tampang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIl

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bagi PNSD yang memperoleh atau memiliki ijazahnggtat lebih
tinggi pada saat dan/atau selama menduduki jabataurktural
dan/atau jabatan fungsional umum, jenjang GolonBaang tetap
mengacu ketentuan/peraturan perundang-undangan geaTggatur

kenaikan pangkat reguler.

Pasal 11

PNSD dapat diangkat dalam suatu jabatan denganh lebi

mengutamakan kompetensi dan pengalaman.

Pasal 12

(1) Untuk jabatan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Ralaks
Keamanan dan Pramu Kantor dapat diisi oleh PNS2rgapg
tersedia untuk jabatan tersebut.

(2) Apabila belum tersedia PNSD untuk mengisi jabatbragaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diisi oleh PTT.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, nidw@turan Bupati
Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Kualifikdsibatan
Struktural dan Jabatn Fungsional Umum pada Pemafriftaerah
(Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D) dicalart dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalanitaBBaerah

Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI KULON PROGO,
Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Capl/ttd

SO IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 53 SERID



